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BAB I
Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Selaku Konsumen

Bank sebagai badan usaha yang menghimpun danandagiarakat dan
menjalankan usahanya terutama dari dana masyatakatemudian menyalurkan
kembali kepada masyarakat. Selain itu, bank jugmlmeeikan jasa-jasa keuangan
dan pembayaran lainnya. Ada dua peranan penting gimainkan oleh bank yaitu
sebagai lembaga penyimpan dana masyarakat danasédapaga penyedia dana

bagi masyarakat dan atau dunia usaha.

Dengan demikian Perbankan memiliki fungsi pentiagach perekonomian
negara. Perbankan mempunyai fungsi utama sebaga&rmiediasi, yaitu
penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkasegara efektif dan efisien
pada sektor-sektor riil untuk menggerakkan pembaagu dan stabilitas
perekonomian sebuah negara. Dalam hal ini, bank ghwepun dana dari
masyarakat berdasarkan asas kepercayaan dari @lestyafpabila masyarakat
percaya pada bank, maka masyarakat akan merasalamdénmenyimpan uang
atau dananya di bank. Dengan demikian, bank mewmagggsiko reputasi atau
reputation risk yang besar. Bank harus selalu ngenjingkat kepercayaan dari
nasabah atau masyarakat agar menyimpan dana ndirékank, dan bank dapat

menyalurkan dana tersebut untuk menggerakkan peoekian bangsa.

A. Hubungan Hukum Antara Nasabah dan Bank Berdasarkan Hukum
Perjanjian
Suatu kesepakatan antara pihak bank dan nasabah paalaytasdalah
perjanjian. Oleh karena itu penulis kemukakan jte@ri perjanjian sebagai
berikut:
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a. Pengertian Perjanjian.

Pengertian perjanjian dapat dilihat dalam pasaB1RBWH Perdata
yang menyebutkan: “Suatu perjanjian adalah suatoupégan dengan mana
satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhasio orang lain atau
lebih”. Sebenarnya pengertian perjanjian menurstp2313 KUH Perdata
disatu pihak sangat kurang lengkap namun dipihak terlalu luas. Sri
Soedewi Masjchoen Sofwan mengatakan bahwa peng@eiganjian pada
pasal 1313 KUH Perdata sangat kurang lengkap kdaaakata “...dengan
mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya...hyhamencakup
pengertian perjanjian sepihak saja, serta pengerkiata-kata “Suatu
perbuatan...” dalam pasal 1313 KUH Perdata mencakgp findakan-
tindakan seperti zaakwaarneming (perwakilan su&grehrechtmatigedaad
(perbuatan melawan hukum) dan sebagainya, yaittbuptan yang
menimbulkan perikatan bukan karena perjanjian tetiagdakan itu yang
menimbulkan adalah undang-undang.

Dikatakan terlalu luas karena mencakup pula pelamgsn
perkawinan, hal membuat janji-janji dalam perkawirdimana perbuatan
semacam itu masuk dalam lingkup hukum keluarga yaga menimbulkan
perjanjian tetapi istimewa sifatnya, padahal pé@garperjanjian ini
dikuasai oleh ketentuan-ketentuan tersendiri, ggj@anBuku 111 KUH
Perdata tidak berlaku terhadapnya, setidak-tidakidek berlaku secara
langsun@®. Jadi dapat dikatakan pengertian perjanjian memasal 1313
KUH Perdata ini belum memberi pengertian yang jelas

Demikian halnya dengan pendapat R. Setiawan yamgdsedengan
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan bahwa definisi peiganmenurut pasal
1313 KUH Perdata selain tidak lengkap juga sangas.| Sehubungan
dengan hal tersebut maka diperlukan perbaikan nmangeefinisi perjanjian

yang diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata, yaitu:

% Sri Soedewi Masjchoen Sofwakjukum Perutangan Bagian B (Yogkakarta: Seksi Hukum
Perdata Fakultas Hukum UGM, 1980), hal. 1.
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1) Perbuatan disini harus diartikan perbuatan yangtujpan untuk
menimbulkan akibat hukum.

2) Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkanyditidalam pasal
1313 KUH Perdata.

Dengan demikian perumusannya menjadi: perjanjisalahdsuatu
perbuatan hukum, dengan mana satu orang ataurehilgikatkan dirinya
atau saling mengikatkan diri terhadap satu oraimggi@u lebif’.

Menurut ketentuan pasal 1313 Kitap Undang-UndangkuRu
Perdata (KUH Perdata) perjanjian didefinisikan geba perjanjian adalah
suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mekgik dirinya terhadap
satu orang lain atau lebih.

Rumusan tersebut ternyata menegaskan kembali bpkvanjian
mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya tephamtang lain. ini
berarti suatu perjanjian lahir suatu kewajiban gieestasi dari satu atau
lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih oranbalg) lainnya yang
berhak atas prestasi tersebut.

Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum balahzan
suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dirsanhapihak adalah pihak
yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur) daakpainnya adalah pihak
yang wajib berprestasi (debitur).

Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri daru satau lebih
orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukumk giéxgebut dapat
juga terdiri dari satu atau lebih badan huldim.

Dalam hubungan antara bank dan nasabah, hukumnjesmja
berperan untuk memberikan suatu kepastian, stbitlan keamanan yang

diperlukan untuk menjamin kelancaran dan pelaksabagbagai transaksi.

" R. SetiawanPokok-pokok Hukum Perikatan (Bandung: Bina Cipta, 1987), hal. 49.
28 Kartini Muljadi & Gunawan WidjajaPerikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, PT Raja Grafindo

Persada,Jakarta, 2003 him 92
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Secara umum, hukum perjanjian mengatur hubungaakjpthak dalam
perjanjian, akibat-akibat hukumnya dan menetapkinpelaksanaan dapat
dituntut secara hukum.

Suatu perjanjian bisa dibuat secara timbal balikpna yang hanya
searah. Pada suatu perjanjian yang timbal balikadaag atau lebih saling
memperjanjikan suatu hal yang akan menimbulkandzekkewajiban bagi
kedua belah pihak.

Perjanjian yang terjadi antara dua belah pihak nueryg kekuatan
mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjianseperti yang telah
ditetapkan pada ketentuan Pasal 1338 ayat 1 danUB WRerdata.
Munculnya kekuatan adanya hubungan antara perikdém perjanjian,
dimana perjanjian itu menimbulkan suatu perikatdadi dapat dikatakan
bahwa perjanjian adalah sumber perikatan.

Perikatan juga lahir dari undang-undang. Perbedagara perikatan
yang lahir dari perjanjian adalah perikatan yanbirledari perjanjian
dikehendaki oleh kedua belah pihak, sedangkan gtenkang lahir dari
undang-undang tidak berdasar atas inisiatif pinakkpyang bersangkutan.

Perikatan memiliki pengertian abstrak, maksudny&agan tersebut
tidak dapat dilihat secara langsung dengan mata d&ngan kata lain
perikatan bersifat tidak kasat mata, perikatan aamgrdapat dalam
bayangan atau dalam alam pikiran.

Buku 1l KUH Perdata mengenal tiga azas pokok dalaembuat
dan melaksanakan suatu perjanjian. Ketiga asasbtgradalah:

a. Asas kebebasan berkontrak atau sistem terbuka

Salah satu asas dalam hukum perjanjian adalah &shelberkontrak
(freedom of contract). Artinya para pihak bebas imeat suatu
perjanjian dan mengatur sendiri isi perjanjian gepanjang memenuhi

ketentuan sebagai berikut:
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1. Memenuhi syarat sebagai suatu perjanjian

2. Tidak dilarang oleh undang-undang

3. Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku

4. Sepanjang perjanjian tersebut dilaksanakan denigad baik

Asas kebebasan berkontrak ini merupakan refleksigistem terbuka
(open system) dari hukum perjanffadimana para pihak diperbolehkan
mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjaggag dibuat. Jika
para pihak tidak mengatur sendiri suatu permasalahaka dalam hal
permasalahan tersebut ,mereka tunduk pada keteketamtuan yang
ada pada undang-undang.

b. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme merupakan dasar perjanjianpeakatan yang
dilahirkan sejak detik terciptanya kesepakatan.daanperkatan lain,
perjanjian sudah sah apabila sudah sepakat mengal?aipokok dan
tidaklah diperlukan sesuatu formalitas tertentiguisd untuk perjanjian
yang memang oleh undang-undang dipersyaratkan <Sioatnalitas
tertentu.

Asas konsesualisme tersebut lazimnya disimpulkam piasal 1320

KUHPerdata, yang berbunyi:

Perjanjian yang dibuat secara sah diperlukan esyaaét:
1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

3. Suatu hal tertentu

29 Munir Fuady Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2001,hal 30.
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4. Suatu sebab yang halal
c. Asas itikad baik

Hukum perjanjian mengenal pula asas itikad baikgyemnbagi dua,

yaitu:

1. ltikad baik dalam pengertian subjektif yang merwgrakikap batin
seseorang pada waktu melakukan hubungan hukumsamngyakni
kejujuran, berupa mengira-ngira bahwa segala pema yang
diminta oleh undang-undang untuk lahirnya suatyapgan yang

sah telah terpenuhi.

2. ltikad baik dalam pengertian objektif adalah kepmtudari isi
perjanjian itu sendiri . hal ini yang dimaksud dangtikad baik
pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata “ suatu perjanjiamusha

dilaksanakan dengan itikad baik.”

Asas itikad baik ini mengkehendaki bahwa suatu apggn
dilaksanakan secara jujur, yakni dengan tidak mmelaipkan norma-
norma kepatutan dan kesusildin.

Berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, ursatknya
perjanjian diperlukan syarat-syarat sebagai berikut

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kata sepakat dalam perjanjian pada dasarnya agat&muan atau
persesuaian kehendak antara para pihak di dalarjanpan.
Seseorang  dikatakan memberikan persetujuannya  atau
kesepakatannya jika ia memang mengkehendaki agpdisepakati.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

%0 Abdul HB & Teguh P Bisnis E-Commerce Sudi Sstem Keamanan dan Hukum di Indonesia,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta,2006, hal.81.
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Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakapmtehukum,
pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiapg cadalah
cakap untuk membuat perjanjian. Kecuali apabilaum#&nundang-
udang dinyatakan tidak cakap. Dalam pasal 1330duimgnyatakan
bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap untukbosm

perjanjian, yakni:
1. Orang yang belum dewasa
2. Mereka yang dibawah pengampuan

3. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang dkatapoleh
undang-undang dan pada umumnya semua orang kejzada s

undang-undang telah melarang membuat perjanjitanter
c. Suatu hal tertentu

Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertdrerarti
bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajikedua belah
pihak. J. Satrio menyimpulkan bahwa yang dimaksemgen suatu
hal tertentu dalam perjanjian adalah objek prespesjanjiari™. Isi
perjanjian tersebut harus tertentu atau palingkgedfipat ditentukan

jenisnya.
d. Suatu sebab (causa) yang halal

Kata causa bukan berarti sesuatu yang menyebalgls@orang
membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi wiaarn perjanjian

itu sendiri.

31 |bid
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Menurut pasal 1335 jo pasal 1337 KUH Perdata, swausa
dinyatakan dilarang jika bertentangan dengan undai@ng,

kesusilaan dan ketertiban umum.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat subj&ktiéna kedua
syarat tersebut mengenai orang-orang atau subig&ksthukum yang
melakukan perjanjian, sedangkan dua syarat yaagherdinamakan syarat
objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri athjek dari perbuatan

yang dilakukan.

Apabila unsur pertama dan kedua tidak terpenuhiamzdgjanjian
dapat dibatalkan, namun apabila unsur ketiga dempat tidak terpenuhi

maka perjanijian itu batal demi hukufn.

Sehubungan dengan kesepakatan para pihak ant&ddanasabah
dalam sistem pembayaran secara online, sering glipakan perjanjian
standar atau perjanjian baku. Secara sederharenjem baku mempunyai

ciri-ciri sbb:

a. perjanjian dalam sistem pembayaran secara onlmeatisecara sepihak
oleh bank yang posisinya relative lebih kuat dasabah nasabah sama

sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi pgigam
b. dibuat secara tertulis dan masal

c. nasabah terpaksa menerima isi perjanjian karenarahd oleh

kebutuhan

Pihak bank menggunakan perjanjian standar kareadtiprdan

efisien. Secara formal perjanjian standar dapaigdjap sah, tetapi secara

%2 R. SubektiHukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 2001 hal 17
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materil dapat dianggap tidak sah, karena keadaansalah satu pihak
berada di pihak yang lemah sehingga memaksa unéumemma perjanjian
baku tersebut, sehingga pada saat perjanjian babututikan dalam
kehidupan sehari-hari, perjanjian baku dapat digglarakan asalkan
pelakasanannya terdapat itikad baik dari para pidalkam perjanjian
tersebut.

Dari segi hukum, hubungan antara nasabah dan beadfiki dari dua
bentuk, yaitu hubungan kontraktual dan non kontralkt

a. Hubungan kontraktual

Hubungan yang paling utama dan lazim antara bankndaabah
adalah hubungan kontraktual. Hukum kontrak yang jacendasar
terhadap hubungan bank dan nasabah debitur bersulaubdetentuan-
ketentuan kuhpdt tentang kontrak (Buku Ke IIl). &@bmenurut pasal
1338 ayat 1 KUHPerdata, bahwa semua perjanjian gangat secara

sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi keliin pihak.

Hubungan nasabah penyimpan dana dengan bank dudiahgan
kontraktual, dalam hal ini hubungan kreditir-dehitdimana pihak bank
berfungsi sebagai debitur, sedangkan pihak nasbeeghngsi sebagai
kreditur, prinsip hubungan seperti ini tidak dapgierlakukan secara
mutlak . karena terdapat tiga tingkatan dari petakean hubungan
kontraktual pada hubungan antara nasabah dan Ipémd yaitu:

1. sebagai hubungan debitur (bank) dan kreditur (redgab

2. sebagai hubungan kontraktual lainnya yang lebils ldari hanya
sekedar hubungan debitur-kreditur

3. sebagai hubungan implied contrct, yaitu hubungaon@iik yang
tersirat.

b. Hubungan non kontraktual
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Ada enam jenis hubungan antara bank dan nasbah dala hubungan

antara bank dan nasabah selain dari hubungan kardtayaitu:

1

Hubungan fidusia

Hubungan konfidensial
Hubungan bailor-bailee
Hubungan patrticipal agent
Hubungan mortgagor-mortgagee
Hubungan trustee-beneficiary

Akan tetapi karena hukum di Indonesia tidak dengegas

mengakui hubungan-hubungan tersebut, maka hubungaimganan

tersebut baru dapat dilaksanakan jika disebutkargate tegas dalam

kontrak untuk hal tersebut. Atau setidak-tidakngla &ebiasaan dalam

praktek perbankan untuk mengakui eksistensi kedbargan tersebut.

33

A. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah

1. Perlindungan Hukum Nasabah Berdasarkan Undang-Undang

Perbankan

Berdasarkan Undang-Undang No 10 tahun 1998 terRangbahan

atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbadkéinisi nasabah

adalah pihak yang menggunakan jasa bank.

Dalam dunia perbankan, pihak nasabah merupakanr weng

sangat berperan sekali, mati hidupnya dunia pedrariersandar kepada

%3 hid
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kepercayaan dari pihak masyarakat atau nasababhdklkan nasabah dalam
hubungannya dengan jasa perbankan, berada padaisiugang dapat

bergantian sesuai dengan sisi mana berada. Dip@dé sisi pengerahan
dana, nasabah yang menyimpan dananya pada bangeisigai penabung,
deposan maupun pembeli surat berharga (obligasi ammercial paper)
maka pada saat itu nasabah berkedudukan sebagfair diztm bank sebagai
kreditur. Dalam pelayanan jasa perbankan lainnparsiedalam pelayanan
bank garansi, penyewaan save depostie box, tranafey, dan pelayanan
lainnya, nasabah mempunyai kedudukan yang berbel#a Ppetapi dari

semua kedudukan tersebut pada dasarnya nasabapakesrukonsumen

dari pelaku usaha yang menyediakan jasa di sektbapkan .

Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas industrbamkan
berkepentingan untuk meningkatkan perlindunganatiap kepentingan
nasabah dalam hubungannya dengan Bank. Berbagdasedalam bidang
perbankan mengenai perlindungan nasabah bank diagta adalah
Penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. BB2ZR05 tanggal 20
Januari 2005 tentang “Transparansi Informasi Pr@®krik dan Penggunaan
Data Pribadi Nasabah” dan PBI No. 7/7/PBI/2005 ¢gah@0 Januari 2005
tentang “Penyelesaian Pengaduan Nasabah” dan PBIONGPBI/2008
Tentang Perubahan PBI No0.8/5/PBI/2006 tanggal 3@iala 2006 tentang

“Mediasi Perbankan”.

Dalam PBI No. 7/6/PBI1/2005 disebutkan bahwa:Pro8akk adalah
produk dan atau jasa perbankan termasuk produkathn jasa lembaga
keuangan bukan Bank yang dipasarkan oleh Bank aebggn pemasaran.
Data pribadi nasabah adalah identitas yang lazsediakan oleh nasabah
kepada Bank dalam rangka melakukan transaksi kemandengan
Bank.Bank wajib menerapkan transparansi informaengenai produk

Bank dan penggunaan data pribadi nasabah. Banky wagnetapkan
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kebijakan dan memiliki prosedur tertulis yang metfiptransparansi
informasi mengenai produk Bank dan transparansjguemaan data pribadi
nasabah. Direksi Bank bertanggung jawab atas pmlaks kebijakan dan
prosedur transparansi informasi mengenai produkkB#an penggunaan
data pribadi nasabah. Bank wajib menyediakan indsrntertulis dalam
bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas menkgeraditeristik setiap
produk Bank. Bank dilarang memberikan informasi gyamenyesatkan
(mislead) dan atau tidak etis (misconduct). Dalahdroduk Bank terkait
dengan penghimpunan dana, Bank wajib memberikarmasi mengenai
program penjaminan terhadap produk Bank tersebuinkB wajib
memberitahukan kepada nasabah setiap perubahaambpehan, dan atau
pengurangan pada karakteristik produk Bank. Pemaberan wajib
disampaikan kepada setiap nasabah yang sedang fetkan produk
Bank paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumlddemya perubahan,
penambahan dan pengurangan pada karakteristik ko Bathk.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah melalui Banklohesia
mulai memperhatikan kepentingan nasabah dalam k&nperlindungan
nasabah bank yang sebelumnya cenderung terabd&#npleh Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atamrig-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maupun tidatkmalnya
pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1988tarig
Perlindungan Konsumen yang mensyaratkan adanya inkemegan
perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usehagga tercipta
perekonomian yang sehat, dalam konteks ini termaklm hubungan

antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabahnya.
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2. Hak dan kewajiban nasabah terkait dengan hukum perlindungan
konsumen

Sejarah perkembangan perlindungan konsumen sejdégan
perkembangan perekonomian dunia. Perkembangan gpenskan yang
pesat telah menghasilkan berbagai jenis dan vadasi masing-masing
jenis barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Batanfatau jasa tersebut
pada umumnya merupakan barang dan/atau jasa ymmijss@aupun yang
bersifat komplementer satu terhadap yang lainnyang@n diversifikasi
produk yang sedemikian luasnya dan dengan dukukeaajuan teknologi
telekomunikasi dan informatika, dimana terjadilp&san ruang gerak arus
transaksi barang dan jasa, melintasi batas-batésyali suatu negara,
konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagaihanang dan/atau
jasa yang ditawarkan secara variatif, baik yangadsr dari produksi
domestik dimana konsumen berkediaman maupun yarasdledari luar
negeri.

Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terlmeagan strata
yang sangat bervariasi, menyebabkan produsen nkelakikegiatan
pemasaran dan distribusi produk barang atau jasgadecara yang seefektif
mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangatmuona tersebut.
Untuk itu semua cara pendekatan diupayakan sehinggagkin
menimbulkan berbagai dampak pada tindakan yangdgfétenggatif, bahkan
tidak terpuji, yang berawal dari itikad buruk. DaaRpburuk yang lazim
terjadi, antara lain, menyangkut kualitas atau nh#rang, informasi yang
tidak jelas bahkan menyesatkan, pemalsuan danaelgag

Pada situasi ekonomi global dan menuju era perdggaimebas,
upaya mempertahankan pasar atau memperoleh kawasan baru yang
lebih luas merupakan dambaan bagi setiap produsengingat makin
ketatnya persaingan untuk berusaha. Persaingansgangkin ketat ini juga

dapat memberikan dampak negatif terhadap konsuama gmumnya.
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Di Indonesia polemik tentang perlu atau tidaknyderwvensi
pemerintah dibidang perlindungan konsumen juga aandjrasakan,
Savighty dan Bentham menyatakan bahwa ada dua rfaisng
memperngaruhi pembentukan hukum, yaitu sistemilpgi#ng mengontrol
aktivitas hukum (faktor eksternal) dan kepentingang menjadi objek dari
pengaturan (faktor internal).

Di Indonesia, masalah perlindungan konsumen bardairterdengar
pada tahun 1970-an. Ini terutama ditandai dengdmrniga Yayasan
Lembaga Konsumen (YLK) bulan Mei 1973. Secara histpada awalnya
Yayasan ini berkaitan dengan rasa mawas diri teghgatomosi untuk
memperlancar barang-barang dalam negeri. Atas dessikara-suara dari
masyarakat, kegiatan promosi ini harus diimbangigde langkah-langkah
pengawasan, agar masyarakat tidak dirugikan datitdarsya terjamin.
Adanya keinginan dan desakan masyarakat untuk duwlo dirinya dari
barang yang rendah mutunya telah memacu untuk nré&ank secara
sungguh-sungguh usaha untuk melindungi konsumendamn mulailah
gerakan untuk merealisasikan cita-cita itu.

Nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasaangerp
perlindungan konsumen baginya merupakan suatu tamttidak boleh
diabaikan begitu saja. Dengan lahirnya Undang-Ugdda.8 tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, maka diharapkan augsgrlindungan
konsumen di Indonesia yang selama ini dianggapnkudiperhatikan, bisa
menjadi lebih diperhatikan.

Tujuan  penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan
perlindungan konsumen yang direncanakan adalahk umeningkatkan
martabat dan kesadaran konsumen, dan secara #&dgkuhg mendorong
pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usaltmgan penuh
rasa tanggung jawab.

Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan :
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1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang nmehgey akses
dan informasi, serta menjamin kepastian hukum.

2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya lagrentingan
seluruh pelaku usaha pada umumnya.

3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.

4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari grakseha yang
menipu dan menyesatkan.

5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan peratur
perlindungan konsumen dengan bidang-bidang penigaln pada
bidang-bidang lainnya.

Karena posisi konsumen yang lemah, maka harusdditigi oleh
hukum. Salah satu sifat sekaligus tujuan hukumaitalah memberikan
perlindungan kepada masyarakat. Jadi, sebenarng@rhitonsumen dan
hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukamy sulit
dipisahkan dan ditarik batasnya.

Kehadiran Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentanfnBengan
Konsumen menjadi tonggak sejarah perkembangan hykenimdungan
konsumen di Indonesia. Undang-Undang Perlindungamsiémen (UU
No0.8 Tahun 1999) dengan jelas mempunyai tujuan:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kiemandinanuk
melindungi diri.

2. Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengama ca
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian pal@matau jasa.

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilgnemtukan
dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang nmehgey unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi sertaesaksntuk

mendapatkan informasi.

UNIVERSITAS INDONESIA

Perlindungan hukum..., Novita Murbarani, FH Ul, 2009



35

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai peyding
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap vyarjgr juan
bertanggung jawab dalam berusaha.

6. Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamiangdungan usaha
produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, keangararkeselamatan
konsumen.

Perlunya Undang-Undang perlindungan konsumen taiak karena
lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi perdksarena mengenai
proses sampai hasil produksi barang dan jasa yaaly tihasilkan tanpa
campur tangan konsumen sedikitpun.

Bertolak dari luas dan kompleksnya hubungan argesdusen dan
konsumen, serta banyaknya mata rantai penghubuhgkga, maka untuk
melindungi konsumen sebagai pemakai akhir barangu ajasa
membutuhkan berbagai aspek hukum agar benar-beapat dlilindungi
dengan adil. Sejak awal produksi perlindungan koresuharus benar-benar
dimulai.

Diawali dengan sistem pengawasan terhadap mutukdsehatan
serta ketepatan pemanfaatan bahan untuk sasardmkptdntuk itu aspek
hukum publik sangat dominan.

Setelah hubungan bersifat personal, hukum perdlatgdeng akan lebih

dominan dalam rangka melindungi kepentingan masiaging para pihak.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah payagigsemua
aturan lainnya yang berkenaan dengan perlindungasuken. Didalam
perlindungan hukum, istilah perlindungan hukum ba&dn dengan istilah
perlindungan konsumen, yaitu berkaitan dengan koesudan pelaku
usaha.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesidijahis
konsumen sebagai definisi yuridis formal ditemukada Undang-Undang
Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 Tahun 1998. UURé&nhyatakan,
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bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai basenjgsh yang tersedia
dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri senkifuarga orang lain,
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdegan.

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan inuknhgan
hukum, adapun materi yang mendpatkan perlindunggadukan sekedar
fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang dikat abstrak. Dengan
kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya iidemengan
perlindungan yang diberikan terhadap hak-hak koesum

a. Hak untuk mendapatkan keamanan ( the right toygafet
b. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to Hermed)
c. Hak untuk memilih ( the right to choose)

d. Hak untuk didengar (the right to heard)

Empat hal dasar ini diakui internasional. Dalamkperbangannya
organisasi-organisasi konsumen yang tergabung ddlaen International
organization of consumers union (IOCU) menambaHh&gnbeberapa hak,
seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hatdapatkan ganti
kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup Wafigdan sehat:

Sementara itu dalam Undang-Undang Perlindungan uoes
secara eksplisit dituangkan dalam Pasal 4. Hakkaksumen adalah
sebagai berikut:

b. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatanm dala

mengkonsumsi barang dan/atau jasa

c. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapdikaang dan/atau
jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kosdita jaminan yang

dijanjikan

% Sidharta , Hukum Perlindungan Konsumen Indon@€ie4,PT Grasindo, Jakarta, him 19
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d. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur geeai kondisi dan

jaminan barang dan/atau jasa;

e. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atasfatan/atau jasa

yang digunakan;

f. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dapayal

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen Seatarta
g. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsume

h. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara bemarjdjur serta tidak

diskriminatif;

I. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dam/penggantian,
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidakuase dengan

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

j. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan pRngundangan

lainnya.

Bagaimanapun ragamnya hak-hak konsumen vyang telah
dikemukakan, namun secara garis besar dapat dmeagjadi 3 (tiga) hak
yang menjadi prinsip dasar, yaitu:

a. Hak dimaksud untuk mencegah konsumen dari kerutpaik, kerugian

personal, maupun kerugian harta kekayaan
b. Hak untuk memperoleh barang dan/jasa dengan hargawajar

c. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut taghaérmasalahan

yang dihadapt’

% Ahmadi Miru & Dutarman Yoddjukum Perlindungan Konsumen, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2004 hal 46.
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Dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

menyebutkan kewajiban konsumen adalah:

a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan piosg@emakaian
atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamalaa

keselamatan;

b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembebarang dan/atau

jasa,
c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketangermgan konsumen
secara patut.
Kewajiban konsumen ini, tidak cukup untuk dimakgsedsebut jika tidak

diikuti kewajiban dari pelaku usaha.

. Hak dan Kewajiban Bank Selaku Pelaku Usaha

Lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan
kepercayaan masyarakat. Dengan demikian guna tetapgekalkan
kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintaisab@ melindungi
masyarakat dari tindakan lembaga, ataupun oknumpgag tidak
bertanggungjawab, dan merusak sendi kepercayaarara&at.

Berdasarkan Undang-Undang No.10 tahun 1998 TerRangbahan
Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perlbanttiaebutkan
bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpunddainanasyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke mdsytagalam bentuk-
bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarafhidikyat banyak.

Sedangkan menurut Undang-Undang No.9 Tahun 199%af@n
Perlindungan Konsumen, definisi dari pelaku usatalad setiap orang

perseorangan atau badan usaha, baik yang berbesdak hukum maupun
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bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukam anelakukan

kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indi@jebaik sendiri

maupun bersama-sama melalui perjanjian menyeleakgakegiatan usaha

dalam berbagai bidang ekonomi.

Adapun hak dan kewajiban pelaku usaha terdapaidaésal 6 dan

pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Hak pelaku usaha adalah :

b.

Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dekgs@pakatan
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atasa jayang
diperdagangkan;

Hak untuk mendapat perlindungan dari tindakamskeen yang
beritikad tidak baik.

. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya @indgpenyelesaian

hokum sengketa konsumen;

Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukttasa hukum bahwa
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barangadan jasa yang

diperdagangkan;

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan pngundangan

lainnya.

Kewajiban pelaku usaha adalah:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b.

C.

Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujungemai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi peajelpsnggunaan,

perbaikan dan pemeliharaan;

Memperlakukan atau melayani konsumen secara bemajujur serta
tidak diskriminatif;
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d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diprodulan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar nawind dan/atau

jasa yang berlaku;

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk mengaji/athu
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta mejabenan dan/atau

garansi atas barang yang dibuat dan/atau yangddigangkan;

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggarai@s kerugian
akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan beearigtau jasa

yang diperdagangkan;

Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggardf@abila barang
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tskduai dengan

perjanjian.
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BAB |11
Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank
Dalam Transaks Elektronik Banking

A. Tinjauan Umum Tentang Elektronik Banking (e-banking)

1. Pengertian e-banking

Akhir-akhir ini kita cenderung akrab dengan istil&ibanking.
Huruf E disini mengacu pada kata “elektronik”, téhih banyak digunakan
dalam konteks internet. Jadi istilah-istilah tergebisa dibaca sebagai

elektronik banking.

Elektronik banking atau e-banking bisa diartikabagmi aktivitas
perbankan di internet. Layanan ini memungkinkanabal sebuah bank
dapat melakukan hampir semua jenis transaksi pks@ibamelalui sarana
internet, khususnya via web. Mirip dengan penggaomaasin ATM, lewat
sarana internet seorang nasabah dapat melakuksaksa perbankan, mulai
dari pengecekan saldo, pembayaran dan pembukaanimgkbaru. Jelas
banyak keuntungan yang bisa didapatkan nasabahademgmanfaatkan
layanan ini, karena elektronik banking tidak hafaailitas melalui internet
saja, tetapi bisa juga melalui sms ataupun telepelajn itu nasabah juga
dapat menghemat waktu dan tenaga karena transaksiking jelas bebas

antrian dan dapat dilakukan kapan saja tergantahgtihhan nasababh.

Saat ini pemanfaatan teknologi informasi merupdiagian penting
dari hampir seluruh aktivitas masyarakat. Bahkanddnia perbankan
hampir seluruh proses penyelenggaraan sistem peamavatelah dilakukan
secara elektronik (paperless). Perkembangan tefinoltormasi itu telah
memaksa pelaku usaha mengubah strategi bisnismgaaenenempatkan

teknologi sebagai unsur utama dalam proses inopesiuk dan jasa.
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Pelayanan e-banking melalui ATM, phone banking, dmasking dan
internet banking misalnya, merupakan bentuk-beriiaku dari delivery
channel pelayanan bank yang mengubah pelayanasaksin manual
menjadi pelayanan oleh teknologi. Bagi perekonomk&majuan teknologi
memberikan manfaat yang sangat besar, karena keanb&snis dapat
dilakukan secara seketika (real time), yang bernagtiputaran ekonomi
menjadi semakin cepat dan dapat dilakukan tanpab&t@m ruang dan
waktu. Begitu juga dari sisi keamanan, penggunaknologi, memberikan

perlindungan terhadap keamanan data dan transaksi.

Untuk dapat menggunakan layanan ini, seorang nhsaban
dibekali dengan user id dan kode akses di situsdirebna terdapat fasilitas
e-banking milik bank yang bersangkutan. Selanjutmgsabah dapat
melakukan login dan melakukan aktivitas perbankatalai situs web bank
bersangkutan. E-banking sebenarnya bukan baramgdbanternet, tapi di
Indonesia baru beberapa tahun belakangan ini ndiraplikasikan oleh
bebarapa bank papan atas. Konon ini berkaitan dekgamanan nasabah
yang tentunya menjadi perhatian utama dari pargelela bank disamping
maasalah infrastruktur bank bersangkutan. Keamamamang merupakan
isu utam dalam e-banking karena sebagaimana keglataternet, transaksi
perbankan di internet juga rawan terhadap pengimtdan penyalahgunaan

oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.
. Layanan e-banking

Transaksi pada layanan elektronik banking terdiri d
a. ATM (Automatic Teller Machine)

Kartu atm digunakan oleh nasabah bank untuk metakitansaksi
pada mesin ATM. Transaksi-transaksi yang dapakuldan pada mesin

ATM umumnya adalah penarikan tunai, pindah bukueteening lain,
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dan berbagai transaksi pembayaran seperti pembayetak, air,
telepon, kartu kredit dan pinjaman. Selain itu dTM\ juga dapat
melakukan pendaftaran fasilitas e-banking lainnygpegi phone

banking, sms banking dan internet banking.

Kartu atm berupa kartu plastik yang dilengkapi @mgnagnetic
stripe. Pada magnetic stripe terekam secara etektnomor kartu atm,
nama pemilik kartu, dan informasi lainnya yang digean oleh sistem
komputer. Pada saat nasabah melakukan transaksisiln atm, nasabah
dihubungkan ke rekening yang bersangkutan yangdbhepada sistem
komputer utama. Komputer akan mendebet rekeningbads sesuai
dengan transaksi penarikan atau pembayaran yamdukidn oleh
nasababh.

Untuk menjaga penggunaan kartu atm oleh pihak yankan
pemiliknya, nasabah harus memasukkan nomor PlINypsddali akan
melakukan transaksi di atm. Nomor PIN ini bersridtasia, seharusnya

hanya diketahui oleh nasabah pemilik kartu $3ja.
b. Mobile banking

Mobile banking adalah fasilitas yang diberikan ldgpasetiap
nasabah pemilik rekening untuk melakukan transaébankan melalui
handphone.

Dibandingkan dengan internet banking, mobile bagkelatif lebih
aman, untuk dapat melakukan transaksi diperlukamsgdomilik kita
sendiri. Karena user id atau identitas penggunandalile banking ada
pada nomor ponsel. Walau orang lain tahu passwygagdarang tersebut

tidak mungkin mengaksesnya selain menggunakan pongekita.

% |mran,Anatomi Kejahatan Perbankan, MQA Publishing, Bandung, 2006, hal 193.
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Didalam mobile banking, transaksi yang diketik dallaentuk Short
Message Service (SMS) pada pesawat ponsel dipdhsssrver milik
operator ponsel. Kemudian pesan tadi dikirim kevesemilik bank

penyelenggara mobile banking.

Masalah akan terjadi jika server yang ada pada pankelenggara
tidak dapat menerima pesan SMS dari server opepatwsel. Mungkin
karena penuhnya arus lalu lintas data di serveik rbdnk, sehingga

terjadi penundaan.
. Internet banking

Internet banking kini bukan lagi istilah yang asimapgi masyarakat
Indonesia khususnya yang tinggal di wilayah peikoteHal tersebut
disebabkan semakin banyaknya perbankan nasional g yan
menyelenggarakan layanan tersebut. Dimasa mendakayenan ini
tampaknya sudah bukan lagi sebuah layanan yang rakamberikan
competitive advantage bagi bank yang menyelenggargla. Keadaan
akan sama seperti pemberian fasilitas ATM, semuak bakan

menyediakan layanan tersebut.

Internet banking mulai muncul sebagai salah satvissdari Bank.
Servis ini mulai menjadi tuntutan dari sebagianabak bank, sama

halnya dengan servis ATM dan mobile banking.

Internet banking adalah layanan perbankan yang megkmkan
nasabah melakukan transaksi perbankan melalungtteBank penyedia
layanan internet banking membuat situs di interdet, pada situs yang
bersangkutan disediakan layar-layar untuk melakukansaksi. Pada
layanan internet bankingumumnya tersedia berbagayanan transaksi
seperti pindah buku ke rekening lain, pembayaragih&m, sampai

pembukaan rekening deposito.
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Pengertian internet banking sesuai dengan SE B6/N&/DPND

adalah sebagai berikut:

Internet banking adalah salah satu pelayanan jasag y
memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasijalokan
komunikasi dan melakukan transaksi perbankan melgtingan
internet, dan bukan merupakan Bank yang hanya nengygarakan
layanan perbankan melalui internet, sehingga pemdidan kegiatan

internet only bank tidak diperkenankan.

Sebagai pengaman untuk mencegah transaksi intdraeking
dilakukan oleh orang yang tidak berhak, maka set@gabah memliki
nomor PIN atau password yang harus dimasukkanpsé@d akan
menggunakan layanan internet banking. User id desvword bersifat
rahasia dan seharusnya hanya diketahui oleh nagabghbersangkutan

saja.
d. Phone banking

Phone banking adalah fasilitas yang diberikan kepgaemilik rekening
untuk melakukan transaksi perbankan melalui telepdasabah yang
ingin menggunakan layanan ini dapat menghubunbtcealre dari bank

yang dipakainya.

Sebagai pengaman untuk mencegah transaksi phokadahlakukan
oleh orang yang tidak berhak, maka setiap nasaleshlikh nomor PIN
atau password yang harus dimasukkan setiap kal alenggunakan

layanan phone banking.

3. Transaksi pembayaran e-banking
Ada sejumlah besar transaksi keuangan yang berbss|zerti
pembayaran oleh pelanggan, transaksi sekuritagnpém atau asuransi dan

sebagainya. Sehubungan dengan struktur internetgaeljaringan yang
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terbuka, resiko security yang besar menanti pihb&kp yang berniat
melakukan transaksi financial lewat internet. Baragteknik dan standar
ditawarkan untuk mengendalikan resiko atau mengiinga sama sekali.
Prasyarat dasarnya adalah:

a. Customer dan institusi keuangan harus melakukamtikési satu sama

laim

b. Data-data privat harus disandikan. Algoritma krgpédi harus memiliki
karakteristik tertentu. Tidak boleh ada pihak ketigang dapat

memperoleh akses ke data tersebut dengan mudah.

c. Signature digital diperlukan untuk mengikat (merdesn) kontrak
secara hukum. Signature digital harus melinduntggrtas dokumen
yang di tandatangani. Perlu dipastikan bahwa pengimemiliki

dokumen yang isinya sama.

B. Transaks Elektronik di Bidang Perbankan

1. Perkembangan Transaks Elektronik

Perkembangan transaksi keuangan dibidang perbaekaakin hari
kian maju dan semakin memberikan kemudahan kepasi@bah. Nasabah
tidak harus datang ke bank untuk memberikan péridéan persetujuan atas
transaksi yang dilaksanakannya. Ditunjang oleh keama teknologi,
nasabah cukup mengangkat telepon dan memberiktokisisya, transaksi
pun terlaksana. Nasabah juga dapat melakukan ksinselalui komputer,
mulai dari mencari informasi mengenai saldo rekgnmelakukan transfer,
hingga jual-beli. Nasabah bahkan dapat memberikestruksi melalui
telepon genggam. Kemudahan dan kemajuan teknolagiseyogianya
diiringi oleh peraturan yang dapat memberikan keégpagan perlindungan

kepada pihak nasabah maupun bank.

%7 ibid
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Inovasi perbankan berbasis teknologi informasndustri perbankan
dewasa ini memberikan dampak efisiensi dan efé&tiviang luar biasa.
Sebagai contoh, adanya produk-produk electronikibgnseperti ATM,
Kartu Kredit, Kartu Debet, Internet Banking, SMShile banking, phone
banking, dan lain-lain, telah mendorong layanarb@ekan menjadi relatif
tidak terbatas, baik dari sisi waktu maupun dasi gingkauan geografis.
Hal ini pada gilirannya telah meningkatkan voluman dnilai nominal
transaksi keuangan di perbankan secara sangdilsaagni

Pemanfaatan teknologi informasi bagi industri pekiaa dalam
inovasi produk jasa bank juga dibayang-bayangi opeftensi risiko
kegagalan sistem dan/atau risiko kejahatan elektr@ybercrime) yang
dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggumaia Kegagalan sistem
dapat disebabkan karena adanya kerusakan sistpert{smisalnya server
down), dan dalam skala luas bisa disebabkan kar@aaya bencana alam.
Sementara itu, cybercrime yang terjadi pada indpstbankan di Indonesia
cenderung meningkat di Indonesia.

Salah satu contoh yang diambil adalah Bank Mankizniena bank
mandiri merupakan salah satu bank terbesar yarghsudlai mengedukasi
nasabahnya untuk aktif menggunakan fasilitas eibgnlEasilitas-fasilitas
tersebut adalafi®

1. Mandiri Internet

Syarat Dan Ketentuan Mandiri Inter net
Syarat Pendaftaran Mandiri | nternet

1. Nasabah mengisi dan menandatangani Formulir Aplikaternet
Banking dan SMS Banking yang dapat diperoleh dangbatau di

situs Internet Bank Mandiri (www.bankmandiri.co.id)

38 \www.bankmandiri.co.idanggal 30 November 2009.
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2. Menunjukkan bukti asli identitas diri yang sah (KT$M, Paspor,
KIMS) dan bukti kepemilikan pemegang rekening.

3. Setiap perorangan pemegang rekening gabungan masisigg
harus mengisi Formulir Aplikasi Internet BankinghddMS Banking
dan memperoleh User ID dan PIN yang berbeda.

4. Nasabah harus memiliki alamat E-mail

5. Nasabah Pengguna telah memperoleh Access ID daes&deIN
dari Bank untuk keperluan aktivasi di situs Manthternet.

6. Telah membaca dan memahami Syarat dan Ketentuardiian
Internet.

7. Nasabah dapat juga melakukan pendaftaran Mandginet melalui

Mandiri ATM dengan menggunakan Mandiri Debit.

K etentuan Penggunaan Mandiri Inter net

1. Nasabah Pengguna dapat menggunakan layanan Méamigirnet
untuk mendapatkan informasi dan atau melakukan sakesn
Perbankan yang telah ditentukan oleh Bank.

2. Pada saat pertama kali menggunakan layanan Mahdernet,
Nasabah Pengguna diharuskan melakukan aktivasiudi glandiri
Internet dengan cara memasukkan Access ID dan Adek$ yang
diperoleh dari Bank untuk diubah menjadi User I &N Mandiri
Internet.

3. Untuk setiap pelaksanaan transaksi:

1) Nasabah Pengguna wajib memastikan ketepatan dan
kelengkapan perintah transaksi (termasuk memastikawa
semua data yang diperlukan untuk transaksi tela skecara
lengkap dan benar). Bank tidak bertanggung jawabatap
segala dampak apapun yang mungkin timbul yang lohkan
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kelalaian, ketidaklengkapan, ketidakjelasan, atatidaktepatan
perintah/data dari Nasabah Pengguna.

2) Nasabah Pengguna memiiki kesempatan untuk memeriksa
kembali dan atau membatalkan data yang telah piiida saat
konfirmasi yang dilakukan secara otomatis olehesissebelum
adanya tanda persetujuan sebagaimana diatur dhbaiva

3) Apabila telah diyakini kebenaran dan kelengkapata deang
diisi, sebagai tanda persetujuan pelaksanaan ksingaaka
Nasabah Pengguna wajib memasukkan PIN pada kolomg ya
telah disediakan pada halaman layanan transaksidikan
Internet.

. Segala transaksi yang telah diperintahkan kepad& Ban disetujui
oleh Nasabah Pengguna tidak dapat dibatalkan.

. Setiap perintah yang telah disetujui dari NasabahgBuna yang
tersimpan pada pusat data Bank merupakan data byemay yang
diterima sebagai bukti perintah dari Nasabah Pemgéiepada Bank
untuk melaksanakan transaksi yang dimaksud.

. Bank menerima dan menjalankan setiap perintah Nasabah
Pengguna sebagai perintah yang sah berdasarkaguperagn User
ID dan PIN dan untuk itu Bank tidak mempunyai kebap untuk
meneliti atau menyelidiki keaslian maupun keabsalatau
kewenangan pengguna User ID dan PIN atau menilaipora
membuktikan ketepatan maupun kelengkapan perintatakdud,
dan oleh karena itu perintah tersebut sah mengiasabah
Pengguna dengan sebagaimana mestinya, kecuali daBaimgguna
dapat membuktikan sebaliknya.

. Bank berhak untuk tidak melaksanakan perintah dasabah

Pengguna, apabila:
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1) Saldo rekening Nasabah Pengguna di Bank tidak cukup
2) Bank mengetahui atau mempunyai alasan untuk mershiyaa

penipuan atau aksi kejahatan telah atau akan #eaku

8. Sebagai bukti bahwa transaksi yang diperintahkansabizh
Pengguna telah berhasil dilakukan oleh Bank, Ndsdtengguna
akan mendapatkan bukti transaksi berupa nomor akangpada
halaman transaksi layanan Mandiri Internet danilteksebut akan
tersimpan di dalam menu aktivitas transaksi sel@nfiga) bulan
sejak tanggal transaksi.

9. Nasabah Pengguna menyetujui dan mengakui bahwa:

1) Dengan dilaksanakannya transaksi melalui Manditerhret,
semua perintah dan komunikasi dari Nasabah Penggang
diterima Bank akan diperlakukan sebagai alat byktig sah
meskipun tidak dibuat dokumen tertulis dan ataueldérkan
dokumen yang ditandatangani.

2) Bukti atas perintah dari Nasabah Pengguna kepad& Ban
segala bentuk komunikasi antara Bank dan NasabafgBea
yang dikirim secara elektronik yang tersimpan ppdaat data
Bank dan atau tersimpan dalam bentuk penyimparfanmasi
dan data lainnya di Bank, baik yang berupa dokuteetulis,
catatan, tape/cartridge, print out komputer daru aalinan,
merupakan alat bukti yang sah yang tidak akan t#ban

keabsahan, kebenaran atau keasliannya.

10. Atas pertimbangannya sendiri, Bank berhak untukgubah limit
transaksi.
11.Semua komunikasi melalui e-mail yang aman dan mamestandar

serta dianggap sah, otentik, asli dan benar seetabarikan efek
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yang sama sebagaimana bila hal tersebut dilaku&ears tertulis
dan atau melalui dokumen tertulis.

12.Bank tidak diwajibkan untuk melaksanakan setiapinpen baik
yang ditandatangani maupun tidak atau menjawabarmpgan
apapun yang diterima melalui e-mail yang tidak amidasabah
disarankan untuk tidak mengirim informasi rahasielatui e-mail
yang tidak aman.

13.Bank berhak menghentikan layanan Mandiri Internettuk
sementara waktu maupun untuk jangka waktu terteydng
ditentukan oleh Bank untuk keperluan pembaharuamefiharaan
atau untuk tujuan lain dengan alasan apapun yaagggdap baik
oleh  Bank, dan untuk itu Bank tidak berkewajiban

mempertanggungjawabkannya kepada siapapun.

Penghentian AksesLayanan Mandiri Internet

1. Akses layanan Mandiri Internet akan dihentikan @ahk apabila:

1) Nasabah Pengguna meminta kepada Bank untuk merigent
akses layanan Mandiri Internet secara permanen gataga lain
disebabkan oleh:

2) Access ID/User ID dan atau Access PIN/PIN Intefanking
Nasabah Pengguna lupa.

3) Nasabah Pengguna menutup semua rekening yangdiakses
melalui layanan Mandiri Internet.

4) Salah memasukkan Access PIN/PIN Mandiri Interneasgak 3
(tiga) kali berturut-turut.

5) Diterimanya laporan tertulis dari Nasabah Penggmeagenai
dugaan atau diketahuinya User ID dan PIN oleh plaakyang

tidak berwenang.
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6) Bank melaksanakan suatu keharusan sesuai ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

2. Untuk melakukan aktivasi kembali karena penghentaises
layanan tersebut di atas, Nasabah Pengguna harnghuotingi
Customer Care Bank Mandiri atau melakukan pendaftatang di

cabang pengelola rekening.

Force Majeure

Nasabah Pengguna akan membebaskan Bank dari sagakan
apapun, dalam hal Bank tidak dapat melaksanakamtger dari
Nasabah Pengguna baik sebagian maupun seluruhng@akkejadian-
kejadian atau sebab-sebab di luar kekuasaan atmankteuan Bank
termasuk namun tidak terbatas pada segala gangguen komputer
atau sistem Trojan Horses atau komponen membahaysey dapat
menggangu layanan Mandiri Internet, web browseu dgtamputer
sistem Bank, Nasabah, atau Internet Service Pmvidgena bencana
alam, perang, huru-hara, keadaan peralatan, set@mtransmisi yang
tidak berfungsi, gangguan listrik, gangguan teleknikasi, kebijakan
pemerintah, serta kejadian-kejadian atau sebalizséhia di luar

kekuasaan atau kemampuan Bank.

Lain-lain

1. Bukti perintah Nasabah Pengguna melalui layanandviaimternet
adalah mutasi yang tercatat dalam Rekening Koramu d@&uku
Mandiri Tabungan jika dicetak.

2. Nasabah Pengguna dapat menghubungi Call Centre Blamkliri
atas setiap permasalahan yang berkaitan dengasaksandan

perubahan akses layanan Mandiri Internet.
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3. Bank dapat mengubah syarat dan ketentuan ini sediap dengan
pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah Peagdalam
bentuk dan melalui sarana apapun.

4. Nasabah Pengguna tunduk pada ketentuan-ketentnapedaturan-
peraturan yang berlaku pada Bank serta syaratisparabukaan
rekening dan syarat rekening gabungan, termasigpspérubahan
yang akan diberitahukan terlebih dahulu oleh Baalam bentuk
dan sarana apapun.

5. Kuasa-kuasa baik yang tersurat dalam Syarat daenketn ini
merupakan kuasa yang sah yang tidak akan berahma Nasabah
Pengguna masih memperoleh layanan Mandiri Intesteei masih
adanya kewajiban lain dari Nasabah Pengguna kepeaula

2. Mandiri SMS
Syarat dan Ketentuan

Syar at Pendaftaran Mandiri SMS

1. Nasabah mengisi dan menandatangani Formulir Aplikaernet
Banking dan SMS Banking yang dapat diperoleh dangbatau di
situs Internet Bank Mandirinww.bankmandiri.co.iyl

2. Menunjukkan bukti asli identitas diri yang sah (KT$M, Paspor,

KIMS) dan bukti kepemilikan pemegang rekening.

3. Setiap perorangan pemegang rekening gabungan masisigg
harus menandatangani Formulir Aplikasi Internet l&agm dan SMS
Banking.

4. Nasabah harus memiliki SIM Card dari Operator GSkihgy
ditentukan oleh Bank untuk pengiriman PIN MandW$&
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5. Apabila Nasabah telah memenuhi syarat maka sebtayala
persetujuannya, Bank akan memberikan PIN MandiriSSyng
dikirim langsung ke ponsel nasabah pengguna.

6. Telah membaca dan memenuhi Syarat dan KetentuadiM8mS.

7. Nasabah dapat juga melakukan pendaftaran Mandiis $Mlalui

ATM Mandiri dengan menggunakan Kartu Mandiri.
Ketentuan Penggunaan Mandiri SM S

1. Nasabah pengguna dapat menggunakan layanan M&higiuntuk
mendapatkan informasi dan atau melakukan trangaédankan
yang telah ditentukan oleh Bank.

2. Nasabah pengguna mendapatkan aktivasi layanan Na8mMS
setelah mendapatkan PIN Mandiri SMS yang dikirirehoBank
kepada ponsel nasabah pengguna yang telah terdaftar

3. Untuk setiap pelaksanaan transaksi:

1) Hanya dapat dilakukan terhadap rekening yang tetddalam
Daftar Rekening Sendiri dan atau Daftar Rekeningidiu yang
telah terdaftar pada Bank.

2) nasabah pengguna wajib memastikan ketepatan dangkapan
perintah transaksi (termasuk memastikan bahwa seataayang
diperlukan untuk transaksi telah diisi secara lapgan benar)
sesuai format perintah SMS yang telah ditentukah @ank.
Bank tidak bertanggung jawab terhadap segala darapagun
yang mungkin timbul yang diakibatkan kelalaian daktepatan
dan atau ketidaklengkapan perintah/data dari nasadragguna.

3) Apabila telah diyakini kebenaran dan kelengkapata deang

diisi, sebagai tanda persetujuan pelaksanaan ksinsaaka
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nasabah pengguna wajib memasukkan PIN SMS Banladg p
setiap akhir format SMS.

. Segala transaksi yang telah diperintahkan kepad& Ban disetujui
oleh nasabah pengguna tidak dapat dibatalkan.

. Setiap perintah yang telah disetujui dari nasabamgguna yang
tersimpan pada pusat data Bank merupakan data byamay yang
diterima sebagai bukti perintah dari nasabah pemgdrepada Bank
untuk melaksanakan transaksi yang dimaksud, kecoatiabah
pengguna dapat membuktikan sebaliknya.

. Nasabah pengguna diwajibkan memberitahukan Banffashesegera
jlka menerima data atau informasi yang tidak lepgkéau tidak
tepat secara tertulis melalui cabang.

. Bank menerima dan menjalankan setiap perintah dasabah
pengguna sebagai perintah yang sah berdasarkagyrexa;n nomor
ponsel dan PIN Mandiri SMS dan untuk itu Bank tisde&mpunyai
kewajiban untuk meneliti atau menyelidiki keaslianaupun
keabsahan atau kewenangan penggunaan ponsel daMamitiri
SMS atau menilai maupun membuktikan ketepatan nraupu
kelengkapan perintah dimaksud, dan oleh karena p#untah
tersebut sah mengikat nasabah pengguna denganasebhag
mestinya, kecuali nasabah pengguna dapat membnlgétzaliknya.

. Bank berhak untuk tidak melaksanakan perintah daesabah

pengguna, apabila:

1) Saldo rekening nasabah pengguna di Bank tidak cukup

2) Bank mengetahui atau mempunyai alasan untuk merhigaa
penipuan atau aksi kejahatan telah atau akan #eaku

3) Sebagai bukti bahwa transaksi yang diperintahkasalreh
pengguna telah berhasil dilakukan oleh Bank, ndsakagguna
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akan mendapatkan bukti transaksi berupa nomorakangada
setiap akhir transaksi melalui SMS sepanjang inipoxsel
nasabah pengguna tidak penuh dan atau tidak adggugm
jaringan komunikasi dari Operator GSM.

4) nasabah pengguna menyetujui dan mengakui bahwa:

9. Dengan dilaksanakannya transaksi melalui MandiriSSMemua
perintah dan komunikasi dari nasabah nengguna gaegma Bank
akan diperlakukan sebagai alat bukti yang sah rpeskidak dibuat
dokumen tertulis dan atau dikeluarkan dokumen vyadiugk
ditandatangani.

10 Bukti atas perintah dari nasabah pengguna kepadk &=n segala
bentuk komunikasi antara Bank dan nasabah penggnmadikirim
secara elektronik yang tersimpan pada pusat datk Ban atau
tersimpan dalam bentuk penyimpanan informasi daa kdanya di
Bank, baik yang berupa dokumen tertulis, catatape/tartridge,
print out komputer dan atau salinan, merupakantalkti yang sah
yang tidak akan dibantah keabsahan, kebenararkegaliannya.

11 Atas pertimbangannya sendiri, Bank berhak untukgukah limit
transaksi.

12 Operator GSM akan mengenakan biaya SMS untuk setapaksi
yang dilakukan oleh nasabah pengguna termasuk lapadnsaksi

tersebut tidak berhasil dilaksanakan oleh Bank.
Penghentian Akses Layanan Mandiri SM S

1. Akses layanan Mandiri SMS akan diberhentikan olehkBapabila:
1) Nasabah pengguna meminta kepada Bank untuk merignent
akses layanan Mandiri SMS sementara waktu atauraseca
permanen yang antara lain disebabkan oleh:
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a) Nomor ponsel GSM diganti / hilang / dicuri / dipaid
tangankan kepada pihak lain dan hal tersebut telah
diberitahukan kepada Bank.

b) nasabah pengguna menutup semua rekening yang dapat
diakses melalui layanan Mandiri SMS.

2) Salah memasukkan PIN Mandiri SMS sebanyak 3 (tkgdi)
berturut-turut.
3) Bank melaksanakan suatu keharusan sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk melakukan aktivasi kembali karena penghentaises
layanan tersebut di atas, nasabah pengguna hanghuimingi Call
Centre Bank Mandiri atau melakukan pendaftaranguldncabang

pengelola rekening.

Force Majeure

Nasabah pengguna akan membebaskan Bank dari segdlaan

apapun, dalam hal Bank tidak dapat melaksanakamtg@edari nasabah
pengguna baik sebagian maupun seluruhnya karemali&eikejadian
atau sebab-sebab di luar kekuasaan atau kemamparmn tBrmasuk
namun tidak terbatas pada bencana alam, perang;haua, keadaan
peralatan, sistem atau transmisi yang tidak bedrgangguan listrik,
gangguan telekomunikasi, kebijakan pemerintahadesjadian-kejadian

atau sebab-sebab lain di luar kekuasaan atau kensenigank.

Lain-lain

1. Bukti perintah nasabah pengguna melalui layanan dviaisMS
adalah mutasi yang tercatat dalam Rekening Korau &uku

Mandiri Tabungan jika dicetak.

UNIVERSITAS INDONESIA

Perlindungan hukum..., Novita Murbarani, FH Ul, 2009



58

2. Untuk masalah yang berkaitan dengan nomor poraseigan GSM,
tagihan Penggunaan GSM, biaya SMS, dalue added service
GSM di luar perjanjian nasabah pengguna dengan ,Baadabah
pengguna langsung menghubungi operator GSM yarsghgkutan.

3. nasabah pengguna dapat menghubungi Call Centre Biamliri
atas setiap permasalahan yang berkaitan dengasaksandan
perubahan akses layanan Mandiri SMS.

4. Bank dapat mengubah syarat dan ketentuan ini sedap dengan
pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah peagdalam
bentuk dan melalui sarana apapun.

5. Nasabah pengguna tunduk pada ketentuan-ketentmapedaturan-
peraturan yang berlaku pada Bank serta syaratisparabukaan
rekening dan syarat rekening gabungan, termasugpspérubahan
yang akan diberitahukan terlebih dahulu oleh Baalam bentuk

dan sarana apapun.

Kuasa-kuasa baik yang tersurat maupun tersiratndebyarat dan
Ketentuan ini merupakan kuasa yang sah yang tidak doerakhir
selama nasabah pengguna masih memperoleh layanadirM8MS

atau masih adanya kewajiban lain dari nasabah peagcepada Bank.

. Mandiri Call

Syarat dan Ketentuan

Untuk Nasabah Perorangan dan Badan (pemilik rekening TBM)

Syarat Pendaftaran Mandiri Call

Melalui Cabang :
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1. Nasabah mengisi dan menandatangani formulir aplMasdiri Call
yang diperoleh di Cabang atau situs Internet Bankndhti
(www.bankmandiri.co.id).

2. Menunjukkan bukti asli identitas diri yang sah (KT$M, Paspor,
KIMS) dan bukti kepemilikan pemegang rekening.

3. Setiap perorangan pemegang rekening gabungan, grasising
harus mengisi formulir aplikasi Mandiri Call dan mmgeroleh User
ID (nomor kartu) dan PIN Mandiri Call yang berbeda.

4. Nasabah telah membaca, memahami dan menandataygeat dan

ketentuan Mandiri Call.
Melalui ATM

1. Nasabah memiliki kartu ATM Mandiri
2. Nasabah menggunakan Kartu ATM miliknya untuk mekaku

pendaftaran Mandiri Call.

Ketentuan Penggunaan Mandiri Call

1. Nasabah Pengguna dapat melakukan pendaftaran FBerieng
Mandiri Call melalui Cabang, ATM Mandiri atau sasalain yang
disiapkan oleh Bank.

2. Nasabah Phone Banking dapat menggunakan layanadiiM@all
untuk mendapatkan informasi dan atau melakukan saken
perbankan yang telah ditentukan oleh Bank.

3. Nasabah Phone Banking dapat menggunakan layanadiiM@&all
melalui IVR dan/atau Mandiri Call Staff.

4. Untuk melakukan transaksi perbankan, Nasabah PlBarking
akan diverifikasi oleh sistem dengan memasukkan dtoKartu,
PIN Mandiri Call dan/atau verifikasi verbal oleh Mhri Call Staff.

UNIVERSITAS INDONESIA

Perlindungan hukum..., Novita Murbarani, FH Ul, 2009



60

5. Untuk setiap pelaksanaan transaksi hanya dapaudda terhadap
rekening yang terdapat dalam Daftar Rekening Sewm@in atau
Daftar Rekening Tujuan yang telah terdaftar padakBa

6. Transaksi yang telah dilakukan oleh Nasabah PhariBg dan
diproses oleh Bank tidak dapat dibatalkan.

7. Setiap transaksi yang dilakukan oleh Nasabah PBan&ing yang
tersimpan pada pusat data Bank merupakan data byamay yang
diterima sebagai bukti perintah dari Nasabah Pigarking kepada
Bank untuk melaksanakan transaksi yang dimaksududke
Nasabah Phone Banking dapat membuktikan sebaliknya.

8. Nasabah Phone Banking diwajibkan segera membekéahsecara
tertulis kepada kantor cabang Bank jika menerimaa datau
informasi yang tidak lengkap atau tidak tepat.

9. Bank menerima dan menjalankan setiap perintah Nasabah
Phone Banking sebagai perintah yang sah berdaspeaygunaan
transaksi melalui Mandiri Call dengan memasukkambio Kartu,
PIN Mandiri Call dan/atau verifikasi verbal oleh M#Ari Call Staff
dan untuk itu Bank tidak mempunyai kewajiban umntukneliti atau
menyelidiki keaslian maupun keabsahan atau keweamang
penggunaan Nomor Kartu dan PIN Mandiri Call. Banéak
bertanggung jawab terhadap transaksi dan atau ljudala atau data
lain yang dipilih dan diisi oleh Nasabah Phone Bagk

10.Bank berhak untuk tidak melaksanakan perintah #lsisdari

Nasabah Phone Banking, apabila:

1) Saldo rekening Nasabah Phone Banking di Bank tdakp.
2) Bank mengetahui atau mempunyai alasan untuk merhigaa

penipuan atau aksi kejahatan telah atau akan #iaku

UNIVERSITAS INDONESIA

Perlindungan hukum..., Novita Murbarani, FH Ul, 2009



61

11.Sebagai bukti bahwa transaksi yang diperintahkasabi&h Phone
Banking telah berhasil dilakukan oleh Bank, Nasalffone
Banking akan mendapatkan bukti transaksi berupaondaransaksi
yang akan disebutkan pada setiap akhir transaksidvaCall dan
secara otomatis akan tercetak di rekening nasabah.

12.Nasabah Phone Banking menyetujui dan mengakui hahwa

1) Dengan dilaksanakannya transaksi melalui Manditl, Gamua
perintah dan komunikasi dari Nasabah Phone Banleug
diterima Bank

2) Bukti perintah transaksi dari Nasabah Phone Bankiegada
Bank dan segala bentuk komunikasi antara Bank dasalbah
Phone Banking yang tersimpan pada pusat data Bankathu
tersimpan dalam bentuk penyimpanan informasi déa l[daanya
di Bank, baik yang berupa dokumen tertulis, catatan
tape/cartridge, print out komputer dan atau salimaerupakan
alat bukti yang sah yang tidak akan dibantah kdabsa
kebenaran atau keasliannya.

13. Atas pertimbangannya sendiri, Bank berhak untukgubkah limit

transaksi.

Penghentian Akses Layanan Mandiri Call
1. Akses layanan Mandiri Call akan diberhentikan @daink apabila:

1) Atas dasar permintaan Nasabah Phone Banking kepadk
baik untuk sementara waktu atau permanen.

2) Bank melaksanakan suatu keharusan sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

3) Force Majeure
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2. Untuk melakukan aktivasi kembali karena penghentakses
layanan tersebut di atas, Nasabah Phone Banking maelakukan
pendaftaran ulang melalui Cabang atau ATM Mandiri.

3. Nasabah Phone Banking akan membebaskan Bank dgaiase
tuntutan apapun, dalam hal Bank tidak dapat metelsa perintah
dari Nasabah PhoneBanking baik sebagian maupurrubalia
karena kejadian-kejadian atau sebab-sebab di leknasaan atau
kemampuan Bank termasuk namun tidak terbatas padaaba
alam, perang, huru-hara, keadaan peralatan, siatam transmisi
yang tidak berfungsi, gangguan listrik, ganggudektmmunikasi,
kebijakan pemerintah, serta kejadian-kejadian a&hab-sebab lain

di luar kekuasaan atau kemampuan Bank.

Lain-lain

1. Bukti transaksi Nasabah Phone Banking melalui lagaMandiri
Call adalah bukti transaksi melalui layanan faksjnmutasi yang
tercatat dalam Rekening Koran atau layanan fakisidaih Buku
Tabungan Mandiri jika dicetak.

2. Nasabah Phone Banking dapat menghubungi Call CeBdrek
Mandiri atas setiap permasalahan yang berkaitagastetransaksi
dan perubahan akses layanan Mandiri Call.

3. Bank dapat mengubah syarat dan ketentuan ini seiap dengan
pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah PBamking
dalam bentuk dan melalui sarana apapun.

4. Nasabah Phone Banking tunduk pada ketentuan-katentan
peraturan-peraturan yang berlaku pada Bank seréaatsyyarat
pembukaan rekening dan syarat rekening gabunganasek setiap

perubahannya.
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5. Kuasa-kuasa tersurat dalam Syarat dan Ketentuaménupakan
kuasa yang sah yang tidak akan berakhir selamabidasBhone
Banking masih memperoleh layanan Mandiri Call ateasih adanya

kewajiban lain dari Nasabah Phone Banking kepadé&.Ba

4. Mandiri ATM

Fitur/Layanan Mandiri ATM

1. Fitur Standar / Akses ke Rekening

Penarikan Tunai, Inquiry Saldo, Transfer Antar Rehe,
Penggantian PIN, Inquiry Rek. Valuta Asing, InquiRgk. Pinjaman,
Cetak 5 Transaksi Terakhir

2. Payment Umum/Utilities/Open Payment

Mandiri Visa, PLN, Tiket Garuda, Kompas, XL Kita, TO-
Multiartha, AXA Mandiri, BSI, AMIKOM, Indovision, hdosatnet,
CBN, Air Efata

3. Pembayaran Tagihan Telepon

Telkom, kartu Halo, Matrix, IM3 Bright, XL/Xplor, REN, Esia,

Telkom Flexi

4. Isi Ulang Pulsa;

Simpati, Mentari, IM3 Smart, FREN, Esia, Flexi TdgnXL/bebas

5. Registrasi
SMS Banking Mandiri, Internet Banking Mandiri, Csandiri
6. Kartu Mandiri Visa
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Cash Advance, Inquiry Tagihan

Tips Penting bagi Nasabah

1. Pada Saat MenerimaKartu ATM

1) Segera tanda tangani kartu pada kolom signaturel.pan

2) Buat catatan berisi nomor rekening, nomor kartu damor
telepon cabang dan Call Mandiri. Simpanlah catatandi
tempat yang aman.

3) Segera lakukan penggantian PIN awal. Selanjutnysakian
mengganti PIN secara berkala. Hindari membuat ramu3IN
yang mudah ditebak misalnya tanggal lahir, atauardeiepon.

4) Hapalkan PIN. Hindari menulis PIN di dompet, taad® kartu
atau media lain yang mudah dibaca orang lain

5) Dianjurkan untuk melakukan registrasi/pendaftaraarasa
ebanking lainnya seperti Internet Banking, SMS Bagkdan
Call Mandiri, agar lebih mudah untuk memonitor rake.

2. Selama Menjadi Nasabah

1) Jangan pernah memberitahukan PIN kepada orang baik,
lisan, melalui telepon atau SMS

2) Jangan pernah memberikan nomor kartu kepada péalsélain
kepada Bank Mandiri.

3) Pastikan kartu selalu berada di tempat yang aman.

4) Kartu jangan sampai tertekuk atau tergores.

5) Segera telepon Call Mandiri 14000, apabila kartang atau
dicuri, sekaligus minta agar kartu diblokir.

6) Dalam melakukan pembayaran tagihan PLN dan Telkom,
sebaiknya lakukan pembayaran lebih dini, mengipgala saat

menjelang due date pembayaran, biasanya akanitiegadyang
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sangat tinggi pada system PLN dan Telkom, sehinouggkat
keberhasilan transaksi bisa menurun.
3. Saat Bertransaksi

1) Batalkan transaksi dan segera laporkan ke bar&kmi&nemukan
tanda-tanda yang mencurigakan di ATM, seperti bdretala
asing/kabel yang tidak wajar.

2) Segera pindah ke ATM lain jika lokasi ATM gelap wata
tersembunyi

3) Pada saat antrian di ATM pastikan orang lain tidea melihat
PIN dan nomor kartu.

4) Untuk menghindari terjadinya salah bayar, maka lsebe
melakukan konfirmasi akhir untuk transaksi pembaayang
dilakukan, periksa kembali secara seksama (melatueen
konfirmasi) data nomor telepon, ID pelanggan PLNde
booking, atau nomor kartu kredit yang telah diesgpelumnya.

5) Periksa bukti transaksi sebelum meninggalkan AThp&nlah
bukti tersebut.

6) Segera mengambil uang dan kartu, karena bila ueldaha tidak
diambil maka uang atau kartu akan masuk kembalddam
mesin.

7) Hindarkan menghitung uang di tempat yang terbuka

8) Jika kartu tertelan mesin, segera hubungi petugasang.
Apabila petugas cabang tidak ada segera hubungiM2aidiri
14000 dan minta kartu agar diblokir.

2. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Transaks Elektronik
Transaksi yang dilakukan secara elektronik padardga adalah
perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukararaeelektronik

dengan memadukan jaringan sistem elektronik beskasi komputer
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dengan sistem komunikasi, yang selanjutnya ditasilioleh keberadaan
jaringan komputer global atau interriet.

Hubungan hukum merupakan merupakan hubungan ahtarpihak
atau lebih (subyek hukum) yang mempunyai akibatuhukmenimbulkan
hak dan kewajiban) dan diatur oleh hukum. Dalamimiahak merupakan
kewenangan atau peranan yang ada pada seseoraneggrgnya) untuk
berbuat atas sesuatu yang menjadi obyek dari haktayi@rhadap orang
lain. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang hdipsnuhi atau
dilaksanakan oleh seseorang untuk memperoleh hakiaya karena telah
mendapatkan haknya dalam suatu hubungan hukum.kOtueim adalah
sesuatu yang berguna, bernilai, berharga bagi &uby&um dan dapat
digunakan sebagai pokok hubungan hukum. Sedangibyels hukum
adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pendbllngan kewajibannya
atau memiliki kewenangan hukum (rechtsbevoegdheid).

Dalam lingkup privat, hubungan hukum tersebut akasncakup
hubungan antar individu, sedangkan dalam lingkugipuhubungan hukum
tersebut akan mencakup hubungan antar warga ndgagan pemerintah
maupun hubungan antar sesama anggota masyarakptigak dimaksud
untuk tujuan-tujuan perniagaan, yang antara lamugee pelayanan publik
dan transaksi informasi antar organisasi Pemeiamt4f

Dalam kegiatan perniagaan, transaksi memiliki pgrang sangat
penting. Pada umumnya makna transaksi seringkaédaksi sebagai
perjanjian jual beli antar para pihak yang bersapaltuk itu, padahal
dalam perspektif yuridis, terminologi transakssedyut pada dasarnya ialah
keberadaan suatu perikatan maupun hubungan hukam tggadi antara

para pihak. Makna yuridis transaksi pada dasarald Iditekankan pada

% pasal 1 ayat 2 UU ITE, Transaksi Elektronik adgtambuatan hukum yang dilakukan dengan
menggunakan komputer, komputer jaringan, dan/atdiarelektronik lainnya.

0 Draft Penjelasan Umum RUU Informasi dan Trans&kesktronik (ITE), sebelum disahkan
menjadi UU ITE
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aspek materiil dari hubungan hukum yang disepaiteh para pihak, bukan
perbuatan hukumnya secara formil. Oleh karena défoekadaan ketentuan
hukum mengenai perikatan tetap mengikat walaupuadie perubahan

media maupun perubahan tata cara bertransaksinHa&ntu saja terdapat
pengecualian dalam konteks hubungan hukum yang angkyt benda

tidak bergerak, sebab dalam konteks tersebut pentuga sudah ditentukan
oleh hukum, yaitu harus dilakukan secara "teraragi @unai”

Dalam lingkup keperdataan khususnya aspek perikataakna
transaksi tersebut akan merujuk keperdataan khyauaspek perikatan,
makna transaksi hukum secara elektronik itu serakan mencakup jual
beli, lisensi, asuransi, sewa dan perikatan-peikdain yang lahir sesuai
dengan perkembangan mekanisme perdagangan di mlaslyaDalam
lingkup publik, maka hubungan hukum tersebut ak@maakup hubungan
antara warga negara dengan pemerintah maupun hauagar sesama
anggota masyarakat yang tidak dimaksudkan untukuatdfujuan
perniagaan. Mengenai definisi public, dalam BlackwL Dictionary
disebutkan bahwa public is relating or belongingatoentire community,
state, or natiofi*

1. Kontrak Elektronik dan K ebebasan Ber kontrak

Hubungan hukum dalam kontrak elektronik timbul gglha
perwujudan dari kebebasan berkontrak, yang diketedhm KUH
Perdata. Asas ini disebut pula dengan freedom ofract atau laissez
faire. Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa “sepasjanjian
yang dibuat secara sah, berlaku halnya sebagaingndadang bagi
mereka yang membuatnya” Mengenai freedom of canindcmenarik
untuk disimak apa yang dipaparkan oleh Aduru RapeRuasad sebagai
berikut :

41 Black’s Law Dictionary, seventh Edition, Bryan @arner, West Group, St Paul, Minn. 1999.
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“The freedom of contract doctrine is an extensiblooe of the most
cherished aspects of individual liberty. It is rniothbut leaving the
parties as the best judges of their own bargaidspansuading them
to subjects to their own obligations. The doctnves given full play
in the 19th century on the ground that the pasdresthe best judges
of their own interest, and if they freely and vdhnily entered into a
contract the only function of the court was to eooit. It was a
reasonable social ideal and was upheld unlessr§ingudone to the
economic interests of the community. Freedom oftre@h was
judicially supported for the reason that is emptedi‘the need for
stability, certainty and predictability™

Asas kebebasan berkontrak disebut dengan ‘“sistenukis’,
karena siapa saja dapat melakukan perjanjian darsap dapat dibuat
dalam perjanjian itu. Dengan demikian perjanjiarmpenyai kekuatan
mengikat sama dengan undang-undang, bagi mereka rysmbuat
perjanjian. Pengertian ini mengandung makna bahsvmmgian hanya
berlaku bagi para pihak yang melakukan perjanjgghingga pihak
ketiga atau pihak luar tidak dapat menuntut suall berdasarkan
perjanjian yang dilakukan pihak-pihak yang melakukgerjanjian
tersebut.

Meskipun demikian, terdapat pembatasan terhadagblksin
berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 ktRa. Dalam
Pasal tersebut dinyatakan bahwa perjanjian sabjlaghdasarkan pada:
1. Kesepakatan dari mereka yang mengikatkan diri éageat);

2. Kecakapan dari pihak-pihak (Capacity);
3. Mengenai hal tertentu (Certainty of terms);
4.

Suatu sebab yang halal (Consideration).

42 Aduru Rajendra Prasad, The Regulation of Unfaint@ct - An Indian Perspective, dalam
Developing Consumer Law in Asia Faculty of Law Usrisity of Malaya and International

Organization of Consumer Union Regional Office Asia and the Pacific, Editor S. Sothi.
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2. Kontrak Elektronik dan Klausula Baku

Hubungan keperdataan antara para pihak dalam ksinsa
elektronik dituangkan dalam dokumen elektronik daangikat para
pihak. Kontrak elektronik adalah perjanjian pardaki yang dibuat
melalui sistem elektronif® Dalam hal ini dokumen elektronik harus
dipahami sebagai bentuk kesepakatan para pihalg pakan hanya
diformulasikan dalam bentuk perjanjian elektron&mun juga dalam
fitur-fitur yang disediakan, seperti “I agree, Icapt” sebagai bentuk
persetujuan/kesepakatan. Melihat formulasinya, nkakérak elektronik
tersebut merupakan perjanjian baku.

Perjanjian dengan klausula baku atau PerjanjianuBiikenal
secara beragam (standardized contract, standaraacn Perjanjian
standar atau perjanjian baku timbul karena adargftkhan dalam
praktek, karena perkembangan perekonomian yang ebablan para
pihak mencari format yang lebih praktis. Biasangdals satu pihak
menyiapkan syarat-syarat yang sudah distandarkda paatu format
perjanjian yang telah dicetak, (formulir) untuk keran diberikan
kepada pihak lainnya untuk disetujui.

Pengertian klausula baku terdapat dalam Pasal I [oOt
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlinglui{nsumen
(UUPK), yang menyatakan bahwa “Klausula baku adaktiap aturan
atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dgpdan dan ditetapkan
terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usah@ giuangkan dalam
suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikatwigib dipenuhi

oleh konsumen”.

43 pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan @kasn&lektronik
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Mengenai perjanjian dengan klausula baku, E.H Hadwdalam
AZ, Nasutio’* memberikan batasan sebagai berikut : “Perjanjian
dengan syaratsyarat konsep tertulis yang dimuandalerjanjian yang
masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tentu, danpembicarakan
isinya terlebih dahulu”. Sedangkan Az Nasution rapankan bahwa
perjanjian dengan klausula baku merupakan suatjargi@an yang
memuat syarat-syarat tertentu yang cenderung febénguntungkan”
bagi pihak yang mempersiapkan atau merumuskannygaNa&sution
berpendapat apabila dalam keadaan normal pelaksapeganjian
diperkirakan akan terjadi sesuatu masalah, makersigpkan sesuatu
untuk penyelesaiannya dalam perjanjian ters&but.

Klausula-klausula yang telah ditetapkan dalam pgga disebut
sebagai syarat-syarat baku. Mengenai klausula HakPK mengatur
ha-hal sebagai berikuf®
(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan / jasau yang

ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat u ata

mencantumkan klausula baku pada setiap dokumenatdan/
perjanjian apabila :

a) Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;

b) Menyatakan pelaku usaha berhak menolak pengembzdiamg
yang telah dibeli konsumen;

c) Menyatakan pelaku usaha berhak menolak penyeratabaki
uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yarah siitdeli
oleh konsumen.

d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepadzkipel

usaha baik secara langsung maupun tidak langsurgk un

4 Az. Nasution,Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta 2002.

“¢ pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terRanindungan Konsumen
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melakukan segala tindakan sepihak berkaitan dergaang
yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

e) Mengatur tentang pembuktian atas hilangnya keguiaaang
atau jasa yang dibeli konsumen;

f) Memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi
manfaat jasa atau harta konsumen yang menjadi qugeloeli
jasa.

g) Menyatakan tunduknya konsumen Kkepada peraturan yang
berwujud sebagai aturan baru, tambahan, lanjutaau at
pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh peladaha
dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang diagliny

h) Menyatakan konsumen memberi kuasa kepada pelakioa usa
untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, akajain&an
terhadap barang yang dibeli secara angsuran.

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula pakg letak atau
bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaceas® jelas yang
pengungkapannya sulit dimengerti;

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan plelaku usaha pada
dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuaagsénana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakari batai hukuni:’
Selain klausula baku, terdapat pula klausula eksshéexoneratie
clause), yaitu sebagai klausula untuk mengalihkewwaliban atau
tanggungjawab pelaku usaha. Perjanjian eksonerasib@baskan
tanggungjawab seseorang pada akibat hukum yaraditdegrena
kurangnya kewajiban yang diharuskan oleh perundswigngan.
Sebagai contoh adalah ganti rugi dalam hal perhuatgkar janiji.
Dalam hal persyaratan eksonerasi mencantumkaretsabut, maka

ganti rugi tidak dijalankan.

47 pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terRanindungan Konsumen
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3. Transaksi Elektronik dan Terjadinya K esepakatan

Dalam pengertian konvensional, suatu transaksadejika terdapat
kesepakatan (dua orang atau lebih terhadap suBtyamg dapat dilakukan
secara tertulis maupun tidak tertulis. Kesepak&anlis lazim dituangkan
dalam suatu perjanjian yang ditanda-tangani oleha ppihak yang
berkepentingan. Tanda tangan membuktikan bahwarsese mengikatkan
diri terhadap klasul-klausul yang dituangkan dagarjanjian tersebut.

Di dunia internet, kesepakatan terjadi secara mieik UU ITE
mengakui transaksi elektronik yang dituangkan dakamtrak elektronik
yang mengikat para pihdR. Menjadi pertanyaan adalah kapan suatu
transaksi elektronik yang dilakukan melalui intérterjadi. Berdasarkan
Pasal 20 UU ITE, transaksi elektronik terjadi padat penawaran transaksi
yang dikirim oleh Pengirim diterima dan disetujlélo Penerima. Namun
persetujuan tersebut harus dilakukan dengan pe@ygienerimaan secara
elektronik (misalnya dengan mengirimkan email konési).

Pasal 20 UU ITE tersebut merupakan konsepsi dampaiaran
sistem hukum civil law yang dianut oleh Eropa damatPihak yang
memberikan penawaran (pengirim) adalah pihak yangngklankan
barang/jasa melalui internet (misalnya amazon.ctfepgenai hal tersebut,
dalam sistem hukum common law (Eropa continentd&@raal pengaturan
mengenai invitation to trade, tentang pelaku datammsaksi elektronik.
Namun demikian invitation to trade dalam sistem umkcommon law
tersebut mengatur hal yang sebaliknya, yaitu bapivak yang dianggap
memberikan penawaran adalah calon pembeli baraag/jdan pihak
penerima adalah pihak yang mengiklankan barang/jdsainternet
(amazon.com). Berkenaan dengan transaksi elektremdara borderless.

Dengan demikian, sangat perlu diperhatikan mengearai pihak yang akan

8 pid.
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bertransaksi beserta sistem hukum yang akan dioéda, karena akan
terkait dengan konsekuensi hukum. Berkenaan deimglaersebut, UU ITE
telah mengatur mengenai pilihan hukum, yaitu bapes pihak memiliki
kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku baidaksi elektronik
internasional yang dibuatnya. Jika para pihak tiga&lakukan pilihan
hukum dalam transaksi elektronik internasional, umkyang berlaku

didasarkan pada asas hukum perdata interna$ional

9 pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) UU ITE
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